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IMPLEMENTASI SISTEM e-GOVERNMENT
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI RIAU

ABSTRAK

Armin Antoni Silaban
177321023

Implementasi sistem e-government' merupakan penerapan sistem yang dilakukan
dalam member akses ‘pelayanan pemerintah dengan/pemanfaatan elektronik.E-
government member peluang baru untuk meningkatkan Kkualitas pelayanan
pemerintan untuk mewujudkan good government. Melalui e-government,
pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Penelitian ni" bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem e-government
pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan hambatan yang
mempengaruhi- pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan metode kualitatif, yaitu berbentuk penelitian lapangan dengan cara
survey deskriptif olahan wawancara secara Kualitatif. Selanjutnya kesimpulan
dari penelitian ini dapat saya deskripsikan bahwa sistem e-Government pada
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dalam pelayanannya sudah
berjalan baik. Hampir disetiap layanan yang ada pada semua program atapun
bidang menggunakan system aplikasi elektronik baik berbasis website ataupun
online maupun aplikasi manual. Tingkat keberhasilan implementasi system e-
government “sedang” atau cukup' terimplementasi karena masih banyak kendala
atau hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Kementerian Agama
merupakan pemeritah pusat atau instansi vertical penyelenggara pemerintahan
yang mana bentuk penyelenggaraan pemerintahannya disebut sentralisasi

Kata Kunci : Implementasi, Sistem e-Government, Kementerian Agama
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IMPLEMENTATION OF e-GOVERNMENT SYSTEMS
IN THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGION,
RIAU PROVINCE
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PENDAHULUAN

pemerintahan

sia dan  untuk

kehidupan bangsa; (4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mencapai tujuan negara tersebut, maka diselenggarakan urusan
pemerintahan. Bedasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa
Pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Pemegang

kekuasaan tertinggi pemerintahan adalah Presiden. Dalam menyelenggarakan
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Urusan Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan tertentu. Sedangkan dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi,

terdiri atas urusan

. Yustisi;
. Moneter
. Agama.

Ke

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur Negara.

Sebagai instusi penyelenggara pemerintahan yang merupakan bagian dari
pemerintah pusat, Kementerian Agama berupaya melaksanakan dan mewujudkan
reformasi birokrasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari Tugas dan Fungsi
Kementerian Agama. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Rl No. 13 Tahun

2012 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama Provinsi Riau (Tipologi
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A.1l) bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tugas

Kantor

vl

LS.
<>

Perumusan administrasi dan

informasi;

program; dan
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di Provinsi

Riau.
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Kementerian Agama Memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan
pemerintahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Sebagai

Berikut:

Visi

1. Tema Kerja : Ciptakan Image yang sempurna
2. Motto Kerja  : Ramah, Amanah dan Tegas

3. Sifat Kerja : Sungguh-Sungguh, Teliti dan Kreatif

4. Budaya Kerja : Integritas, Inovatif, Profesionalitas, Tanggung

Jawab dan Teladan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Tujuan:
Tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Riau berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah terwujudnya

te governance
akukan dengan

ektronik dalam

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 telah dimulai dari pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Internal. Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya untuk

kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya.Upaya tersebut telah
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menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang
signifikan. Secara umum, dampak dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal
(RBI) yang telah dilakukan antara lain:

1.

eselon 11, hal ini perlu ditingkatkan sampai dengan level eselon II, hal ini
perlu ditingkatkan sampai dengan level eselon 1V bahkan individu.

6. Melakukan usaha pencegahan korupsi dengan menetapkan kebijakan
penanganan  gratifikasi, implementasi system internal pemerintah,

penanganan pengaduan masyarakat, kebijakan Whistle BlowingSystem, dan



penetapan unit Kerja layanan sebagai Zona Integritas menuju wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

7. Melakukan pengembangan sistem sebagai usaha peningkatan kualitas layanan
yaitu pendaftaran haji ~dengan System Komputerisasi Haji terpadu
(SISKOHAT) dan pengembangan pendaftaran nikah menggunakan system
informasi. manajemen Nikah! (SIMKAH). yang memungkinkan seluruh
database akte nikah terintegritas secara nasional.

Dari penjelasan tentang Reformasi Birokrasi yang di laksanakan oleh
Kementerian Agama pada poin ke 3 yang berbunyi menetapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sampai pada level terkecil (KUA,
madrasah), ~melakukan pembangunan e-governement Sebagai pencepatan
pelaksanaan budaya kerja menuju good governance. Peaksanaan e-government
sebagaimana diharakan dalam Reformasi Birokrasi tersebut adalah untuk memberi
pelayanan yang baik, cepat dan transparan kepada masyarakat. Pelayanan dalam
sistem e-Government pada Kantor Wilayah Kemeterian Agama ada yang
terintegrasi denga Keenterian Agama pusat dalam bentuk Aplikasi berbasis web
seperti layanan Haji, pelayanan Nikah, layanan pengadaan dan bantuan, layanan
informasi data, serta pelayanan informasi keagamaan lainnya. Disamping layanan
berbasis website tersebut, banyak layanan publik yang dilaksanakan oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Riau. Memperhatikan pelayanan yang ada dalam
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau, ada banyak layanan yang dilakukan antara lain;

1. ljin Belajar dan tugas belajar Strata 1 bagi PNS Kemenag
2. Rekomendasi Belajar S2 & S3 bagi PNS Kemenag



22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Rekomendasi Izin Belajar ke Luar Negeri
Legalisir Dokumen Piagam

Legalisir Dokumen Kepegawaian
Rekomendasi Izin Belajar bagi WNA

ljin Pendirian dan Operasional RA/Madrasah
Surat Keterangan Pengganti ljazah Madrasah
Rekomendasi Pindah Sekolah

. Legalisir Dokumen ljazah Madrasah

. Legalisir Dokumen ljazah Madrasah

. Rekomendasi Paspor Pendidikan dan-Keagamaan
. 1zin Penelitian RPada Madrasah

. 1zin Penelitian Pada Kanwil

. ljin Pengajuan Magang/PKL

. Permohonan Audiensi dengan Kakanwil

. Pelayanan Tata Persuratan

. Permohonan Legalisasi Lembaga Amil Zakat

. Konsultasi Wakaf

. Permohonan Informasi Keagamaan

. Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan

IMTA

Rekomendasi KITAS (Keterangan Izin Terbatas)

Rekomendasi Perpanjangan KITAS (Keterangan Izin Terbatas)
Konsultasi Kasus Hukum ASN

Konsultasi MoU

Rekomendasi Pendirian Izin Baru sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah
Rekomendasi Perpanjangan PPIU

Rekomendast Surat Keterangan Untuk Pendirian Izin Baru Sebagai
Penyelenggara Ibadah Haji- Khusus

Izin Pendirian Kantor Cabang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan/atau
penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Konsultasi Haji dan Umrah

Surat Keterangan Perpanjangan PIHK

Permohonan Perpanjangan Kantor Cabang Penyelenggara Ibadah Haji
Khusus

Izin Pendirian KBIH

Perpanjangan lIzin KBIH

Konsultasi BMN

Permohonan Pengukuran Arah Kiblat

Konsultasi BP4

Konsultasi Mawaris



39. Permohonan Petugas Agama dan Keagamaan Pelayanan Sumpah / Doa
Keagamaan (Rohaniwan)

40. Permohonan Petugas Agama dan Keagamaan Penceramah

41. Legalisir Dokumen Buku Nikah

42. Rekomendasi Sarana Keagamaan Kristen

43. Rekomendasi Kegiatan Keagamaan Kristen

44. Rekomendasi Sarana Keagamaan Khatolik

45. Rekomendasi Kegiatan Keagamaan Khatolik

46. Rekomendasi Sarana Keagamaan Hindu

47. Rekomendasi Kegiatan ' Keagamaan Hindu

48. Rekomendasi Sarana Keagamaan Budha

49. Rekomendasi Kegiatan Keagamaan Budha

50. Rekomendasi Pesantren sebagai Penyelenggara Pendidikan Diniyah
Formal

51. Legalisir Dokumen ljazah Pondok Pesantren

52. Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pondok Pesantren

Dari banyaknya bentuk layanan yang diuraikan tersebut dapat
diklasifikasikan-bahwa layanan bersifat internal dan eksternal. Dengan layanan
baik internal maupun eksternal-dapat juga diinventariasi bahwa layanan tersebut
dalam tahapan dan prosesnya menggunakan e-goverment. Dengan demikian
Pelayanan dengan penerapan sistem e-government sesuai-dengan tugas dan fungsi
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau memerlukan SDM yaitu Aparatur
Sipil Negara yang profesional.

Konsep Pemerintahan Menurut UNDP dalam Yusri Munaf (2016;86)
menjelaskan bahwa Pemeritnahan diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-
urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh

mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok
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msyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,
memenuhi kewajiban dan menjembatangi perbedaan perbedaan diantara mereka.

Aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak dari pada pelaksanaan
pembangunan serta berfungsi sebagai pelayanan masyarakat.dituntut untuk selalu
produktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang
ada dalam masyarakat dan juga;harus. mampusmengkordinir segalu tuntunan yang
ada. Meningkatkan tuntunan tersebut maka akan “terjadi juga peningkatan
Tugasdan tanggung jawab semua aparatur pemerintah baik ditingkat pusat
maupun tingkat daerah.

Fungsi pemerintahan menurut Ndraha untuk “mencapai keberhasilan
pemerintahan .yaitu memproduksi alat-alat pemenuh kebutuhan manusia dan
masyarakat (civil dan public services) yang bersifat objektif melalui pelayanan
imprartial menuju kesebangsaan yang nyata. Birokrasi professional berjalur karier
(birokrasi sehat, biroideal) merupakan alat yang kuat untuk mencapai hal tersebut.
Birokrasi sehat bersifat mandiri, bebas dari tekanan partai politik atau kelompok
kepentingan. Dengan hirokrasi sehat, di satu pihak yang diperintah sebagali
pelanggan dan consumer semakin meningkat, sebaliknya sebagai korban dan
mangsa semakin berkurang.*

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu
sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar untuk
mencapai tujuan bersama. Negara mengakui dan menghormti satuan-satuan

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa, serta

'Ndraha, 2003. Kybernology llmu Pemerintahan Baru, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 36
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negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia

pemanfaatan teknologi tersebut pemerintah mampu menciptakan pemerintahan
yang lebih baik (good governance).Penerapan tata pemerintahan yang baik
berimplikasi terhadap pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.Demi
pencapaian cita-cita ideal tersebut, pemerintah perlu memperbaiki sistem birokrasi

yang ada.

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
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Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government telah mengintruksikan setiap
Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai.dengan tugas;.fungsi dan _kewenangannya.,masing-masing guna
terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Dalam rangka
menghadapi perkembangan _tersebut,- 'Kantor. Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Riau perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang
berkualitas. Kualitas sumber daya aparatur dan organisasi yang baik dalam
pengembangan.e-Government merupakan faktor yang sangatlah penting dalam
memberikan pelayanan public.

Selanjutnya menurut Indarji (2002:36) E-government merupakan suatu
mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain
yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan ~teknlogi informasi
(terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. E-
government adalah ~penyelenggaraan kepemerintahan_berbasiskan elektronik
untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efesiensi, efektif dan
interaktif. Dimana pada intinya. E-government adalah penggunaan teknologi
informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak
lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain).®

Reinventing Government atau wirausaha elit, pemerintah dengan bergaya
wirausaha ini menjadi cara yang efisien dan efektif untuk menghindari

kebangrutan suatu elit birokrasi. Bagi Osborne dan Gaebler, elit publik yang

? Indarji, 2002 Konsep Manajemen Supply Chain
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dijalankan berdasarkan peraturan tidak akan efektif dan kurang efisien, karena
kinerjanya akan berjalan lamban dan terkesan bertele-tele. Akan tetapi, elit
birokrasi yang digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya, akan lebih efektif
dan efisien. Dengan mendudukkan misi organisasi elit sebagai tujuan, mereka
dapat mengembangkan sistem anggaran dan peraturan sendiri yang memberi
keleluasaan kepada elitnya untuk-mencapai misi.organisasi pemerintahnya.

Reformasi birokrasi dan good governance merupakan dua konsep utama
bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama
lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru. Pengalaman sejumlah
negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang
menentukan dalam pencapaian kemajuan negara tersebut. Melalui reformasi
birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga mampu menjadi tulang punggung
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada. akhirnya, keberhasilan
pelaksanaan daripada reformasi birokrasi akan..sangat mendukung dalam
penciptaan good governance. Karena. reformasi birokrasi merupakan inti dari
upaya penciptaan good governance.

Penciptaan good governance dimaksudkan untuk meningkatkan
akuntabilitas, responsivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan negara (Prasojo, 2003). Dan inti dari upaya penciptaan good governance

terletak pada reformasi birokrasi.
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Selanjutnya E-Government merupakan suatu istilah yang masih baru bagi
masyarakat di kebanyakan negara berkembang. Seringkali bahkan, istilah itu
disalahartikan. Secara konseptual, e-Governmentsebetulnya bukan merupakan
sesuatu yang barusPemerintah-di.banyak negara; baik negara.maju maupun negara
sedang _berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk
membantu dan mendukung _pekerjaan: administrasi dan pengolahan data yang
kesemuanya bermuara pada pelayanan masyarakat (public service). Perbedaan
yang mencolok antara konsep e-Government yang dikenal sekarang dengan
penerapannya pada masa lalu terletak pada cakupan penggunaan sistem
komputer/informasi  dalam = melayani baik: masyarakat™ maupun stake
holderslainnya(karyawan/pegawai, departemen/lembaga pemerintah lainnya,
organisasi swasta, dansebagainya).

Penggunaan sistem kemputer/informasi_diilembaga/organisasi pemerintah
biasanyaditujukan untuk mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi,
pencarian, dan pengolahan data yang berakibat pada meningkatnya kualitas
pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, sistemkemputer/informasi di lembaga
tersebut difokuskan sebagai alat bantu “pegawai pemerintah dalam melayani
masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, penerapan sistem informasi itu
ternyatamemberikan hasil yang beragam. Kebanyakan organisasi pemerintah yang
menerapkan sistem informasidalam pelayanan publik mencatat efisiensi waktu
dan biaya yang cukup signifikan namun terbatas, hal itu disebabkan oleh rantai

birokrasi dan otorisasi yang masih relatif panjang.
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Penerapan e-Government pada pemerintahan saat ini belum berjalan mulus
dibanding pihak swasta. Penggunaan sistem informasi masih belum maksimal.
Masing-masing lembaga pemerintah baik pusat dan daerah belum memiliki
hubungan kerjasama yang sinergis. Penerapan-e- Government di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riaudapat menciptakan suatu hasil kerja yang efisien,
partisipatif, berkeadilan, demekratis, “transparan dan bertanggung jawab bila
ditunjang dengan sistenT aparatur negara yang modern, yang dilandasi oleh derajat
rasionalitas yang tinggi. Pemerintah dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi.Riau menyadari bahwa e-Government penting dalam reformasi
birokrasi dewasa ini. Harapan yang muncul adalah penerapan e-Government akan
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, untuk
penerapannya memang tidak mudah, karena memerlukan proses dan tahapan-
tahapan seperti-halnya meningkatkan hasil kerja birokrasi.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good Goverment) dan
pemerintah yang bersih (clean governance), Pemerintah harus melakukan
Reformasi  dalam™ .segala  aspek  pengelolaan’ baik  pengelolaan
keuangandankearsipan. Salah satu langkah.yang harus dilakukan pemerintah
adalah melakukan reformasibirokrasibaik internal maupuneksternal dalam
penyelenggaraan pemerintahan.Melalui reformasi  birokrasi ini diharapkan
kegiatan Pemerintahan di lingkungan instansi pemerintah dapat berjalan lebih
maksimal, sehingga dapat mengurangiterjadinya kesalahan prosedur dan tindak
pidana yang sering dilakukan Aparatur Sipil Negara, yang berdampak

padakerugiannegara.
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Selanjutnya Reformasi Birokrasi yang lakukan di Kementerian Agama,
yaitu tentang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.Perubahan struktur

organisasi Kementerian Agama membutuhkan daya dukung SDM yang memenuhi

n dan efektif. Dalam

a % e
" ?ﬂﬁ\“ .@ an langkah

penyelesaian kerja, standard beban dan prestasi kerja, penyusunan formasi
pegawai, penyempurnaan system prosedur kerja dan manajemen lainnya. Hasil
analisis beban kerja dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan produktivitas
kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan,

penyempurnaan, dan pendayagunaan aparatur Negara. Upaya tersebut dimulai
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dari pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit organisasi pada

Kementerian Agama secara konsisten dan berkesinambungan.

Menurut Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

orang.Siste

organisasi ' kinkan perusahaan oF I dapat belajar dan
mempergun
Secara khu

1. : Jani patka 3 : ahankan karyawan

perekrutan dan seleksi yang diteliti, system kompensasi dan insensif yang
tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan
yang terkait “kebutuhan bisnis”.

4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang

menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi bernilai

dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama.
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5. Menciptakan iklim, dimana hubungan yang produktif dan harmonis dapat
dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan.

6. Mengembangkan lingkungan, dimana kerjasama tim dan fleksibilitas dapat

>

\»
i
?

ARNA

10. Memas

11. Mengad s etis 2ngelala k : ng didasarkan

pada perhatia

maka penulis melihat fenomena-fenomena yang ada di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau :
1. Terindikasi bahwa kebijakan sistem e-government terhadap pelayanan belum

maksimal dijalankan.
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2. Terindikasi bahwa Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau tidak optimal dalam pelaksanaan sistem e-government

terhadap pelayanan publik.

1.2

1;
' 4
-
i
’
i ¥

‘"
iﬁ
%

1.3

Indonesia Nomor 582 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Agama Nomor 447 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
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1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian dan beberapa gambaran dari masalah diatas maka dapat

dirumuskan masalah pokok penelitian ini yaitu :

1.5

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk mengatasi kendala-
kendala yang menghambatpelaksanaan Kebijakan Sistem e-
Government terhadap pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Riau.
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Pandangan Teoritis ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan

pemikiran bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama dimasa

yang datang.
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Menurut Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif,
dan Keuangan. Kemudian juga diilhami olehteori Montesquieu (Trias Politika)

yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif."

'C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafiie, 2011. llmu Pemerintahan, M.Si, halm.
31)

22
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Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan

terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat

yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and

Gaffar mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mepelajari
proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam

penyelenggaraan pemerinthan sebuah Negara.’

2Opcit. Hal. 16, Samuel Edwar, hal 32
® Opcit. Hal. 16, Ndraha, 2011. Hal. 7
* Opcit. 8

® Opcit

¢ Opcit. Labobo. Hal. 2

" Opcit
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Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Yusri Munaf (2016:77),

pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam

arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu Lembaga-lembaga

kegiatan
berdasarka
memiliki

tersebut.®

menjaga sys

wajar.?

yaitu :

diperintah memiliki ketaatan.™
Menurut Surbakti istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya,
dimana pemerintahan menyangkut Tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah

merupakan aparat yang menyelenggarakan Tugas dan kewenangan Negara.

8 Yusri Munaf 2016,Hukum Administrasi Negara
°Opcit. Gaffar

10Rasyid. dalam Labolo 2011. Hal. 19

| oc. Cit.hal 16 Syafiie, 2011. Hal. 20
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Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengeritannya dapat dikaji atau ditinjau
dari tiga aspek :

a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala

. Fungsi sekunder ataue a fungsi pemberdayaan yaitu sebagai

provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa
yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak

berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.™®

12| oc. Cit. Hal. 168
B0p. Cit Ndraha, 79
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Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

a. Fungsi pembangunan

masyarakat

birokrasi pe

Kelurahan/

yang dimaksud Undang-undang dasar 1945. Kekuasaaan Pemerintahan
menyelengagarakan urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan
pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah Pusatyang meliputi:Politik luar negeri, Pertahanan,

Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional, serta Agama. Urusan
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pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagiantara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.Urusan

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan

Pemerintaha 3 menurut azas

otonomi gas pe ‘ mi seluas-luasnya dalam

sistim dan ra Kesa 1 A ana dimaksud

dalam UU
Seca : h dap artike ebagai  kegiatan
penyelenggarae e . < r layans perlindungan bagi

segenap warga. masyarake g ) semua

sumberdaya : : : )unga alam lingkungan

a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk
mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan
kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi

masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :

YLoc. Cit. HIm.3
1> Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, him.61
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1.  Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

langsung memenuhi Kebutuhan masyarakat daerah.

4.  Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang
tidak memerlukan keseragaman nasional.’

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dikatakanbahwa asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

16 pasal 1 angka 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
7 Ibid, angka 9.
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1. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

asas yang

ang aspiratif,

asas  yang

dan  kewajiban

keahlian  yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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8. Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan

sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil

kerja yang terbaik.

hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi
bagi yang melanggarnya.

b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk
meningkatkan Tugas serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan

pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para

) oc. Cit. HIm.3
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aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara
optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.

c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam,

L
Selanjutnya Rasyid ‘ fungsi-fungsi  pemerintahan
adalah:
1. Fungsi pengaturan
Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga segala

bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang

“Op. Cit.75
20p. Cit, 25
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tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas,

selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan
yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

Secara umum teori tugas dan fungsi dikemukakan oleh para ahli, menurut
Winardi (2003:26) Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan kesatuan

pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki
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aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau
pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.*

Winardi (2003:34) Tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan

merupakan : ) ' h.seorang anggota
organisasi ata Jawai da : : sesuai dengan
kemampuan Ya milikinya unt enyelesaikaki erja yang telah

dibuat berda

Tugas digunakan untuk
mengembangkan suatu bagian atau suatu unsure dalam suatu jabatan , suatu Tugas
merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.”®

2 Winardi,2003 Teori Organisasi dan Pengorganisasian, HIm 26
?0p. Cit.34
2% Thoha,2011 Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi ,HIm 76

%Qp. Cit.79
%5 Moenir,2010 Masalah-Masalah Dalam Belajar,HIm 18
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Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian rincian Tugas yang sejenis atau
erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu

yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau

Menurut | APa . nsep e-government
berkemban
1. Era Si ya _' g lebih : erkirakan telah
o & 2 L]

anusia, hukum,

negeri, menjadi lebih berorientasi ke eksternal dan fokus kepada
bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah
pergaulan global.

2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi

sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat

%Qp. Cit.24
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diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke

seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan

detik.

teknologi informasi dan komunikasi ini (Indrajit, 2002; Aprianty, 2016):

b. Tujuan E-Government

Ketika pemerintah telah berkomitmen mengembangkan good governance
atau ketatapemerintahan yang baik, maka pelayanan publik menjadi salah satu
titik strategis yang harus mendapat perhatian khusus. Terdapat beberapa

pertimbangan terkait hal tersebut (Dwiyanto, 2005):
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1. Pelayanan publik adalah ranah dimana negara berinteraksi secara intensif
dengan warganya.

2. Pelayanan publik merupakan ranah dimana berbagai aspek good governance

3.

3 nan publik
yang mera gg kat menuntut
adanya pelz 5 uas di seluruh
wilayah ne v: G jangkau secara
interaktif ( g ginginkan agar
aspirasi  me ' ntahpun harus
memfasilitas Lﬂ bijakan negara.

Untuk menj

3
g
5

5 ‘_:“;\ :

©
=
(@]
[72]
D
(7]
=
@D
—
QD
>
<
S
5
3
o
2
=
©
=
o
w
D
(7]

dapat mengoptimasikan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta sekaligus
membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan
instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses

ke semua informasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh lembaga
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pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihakberkepentingan lainnya

dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Pengembangan e-government merupakan salah satu upaya untuk

dua) aktivitas yang

emen dan proses

mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang
memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas

serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak
dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh

masyarakat.
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2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat
kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan

internasion

lembaga-

=4
=
' A
:;
2
2]
Loy
<
Nt

masyarakat

Qe

4, : ansparan dan
g ) lembaga

' 4
or Developing
Countries” nfoDev (2002),
disebutkan b enjadi 3 (tiga)
tahapan, dima masi g-masing tahapan
tersebut menjela it. Tahapan tersebut antara

lain:

1. Tahap pertama ada . a publikasi yaitu tahapan yang

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan
memperluas akses terhadap informasi pemerintah. Misalnya dengan cara
pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya
manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk

publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

39

2. Tahap kedua, adalah interact atau berinteraksi yang bertujuan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini

misalnya dilakukan dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan

peraturan dan penetapan (beschicking).

Dalam melaksanakan Tugas pelayanan public saat ini menunjukan
perkembangan paradigm baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan
kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut
membawa pengaruh perubahan pada sikap dan prilaku aparat pemerintah dalam

menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang
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menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut

untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan
desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan,
tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan

lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politk.?’

’Op. Cit, Syafiie 2005. Hal.146
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Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang
diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan

kebijakan [ ¢ daka ) 1 1 dan kebijakan
public seb

Me iardio kebijakan 3 an keputusan yang
diambil oleh seorz elaku atau ke k po itik, da memilih tujuan
pihak yanag

untuk

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan

sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat

%Fiedrich , dalam Wibawa 2011. Kebijakan Pemerintahan. Hal.2
°0p.cit. Soerbakti dalam Wibawa 2011, Hal. 190
®0p. Cit. Budiardjo, Hal.20
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terhadap sesuatu)”.> Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va
dalammemberikan pengertian implementasi dengan mengatakan:

“Policy implementation encompasesses those action by public and private
individual (or group) that.are directed at the achievement of objectives set forth in
prior policy decision. This include both one.time efforts to. transfrom decisions

into operational terms, as well as continuing efforts to.achieve the large and small
changes mandated by policy decision.*”

Implementasi merupakan.suatu-proses yang melibatkan sejumlah sumber
yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan
oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut
dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat
kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi

dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. **

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat
kebijakan, (2) pejabat-pejabat:pelaksana di. lapangan, dan (3) sasaran kebijakan
(target group)”. Perhatian utama pembuat kebimemfokuskan diri pakan jda
“sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan
keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”.®® Dari sudut pandang
implementor, implementasi akan terfokus pada “tidakan pejabat dan instansi di
lapangan untuk mencapai keberhasilan program”.® Sementara dari sudut pandang
target groups, implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah Implementasi

kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif

3 Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Negara. Jakarta : Bumi Aksara

%20p. Cit. Widodo, HIm.20

%3Joko Widodo,2010. Analisis kebijakan public, HIm 88

*Wahab, 2005. Analisis Kebijakn Negara, HIm 63

**0p. Cit. Wahab, HIm.64
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panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”. Perlu
disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu

berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu

variabel atau faktor-

tersebut sehingga tujuan da aran kebijakan dapat dicapai sesuai
dengan yang diharapakan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain
dimensi transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi

(consistency). *®

*0p. Cit. Wahab, HIm.63
*"Widodo 2010, Analisis Kebijakn Publik. HIm 96
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b. Sumberdaya
Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi

kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia,

dan sumberdaya

disposisi dalam

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang
diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu,

pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah

*0p. Cit. Widodo,HIm 97

*0Op. Cit. Widodo , HIm 98

0 Op.Cit.Widodo, Hlm 104

1 Agustius Bambang Setiyadi, 2006. Metode Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan
Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta : Graha limu
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orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk

kebijakan dengan

‘c\“‘ .oa berdasarkan

f oleh para

Q@‘

ketidakefisienan s ktur birokasi mencangkup

aspekaspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan
antara unit-unit organnisasi dan sebagainya. **

Menurut Edwards 111 terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:
”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.43 Standard

operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan

*20p. Cit. Widodo . HIm 106
* Op.Cit. Widodo. HIm 105
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internal akan Kkepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan
penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.** Edward
I11 dalam Widodo menyatakan bahwa :

“demikianspula dengan-jelas tidaknya-standar operasi, baik menyangkut
mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas
pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan
tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan
yang lainnya ikut pula menentukan-keberhastlan implementasi kebjakan”.
Namun, berdasakan hasil penelitian menjelaskan bahwa: SOP sangat
mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang
membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan.*® Dengan begitu, semakin besar
kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam
suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat
implementasi menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran
tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda
sehingga memerlukan koordinasi”. *°struktur birokrasi yang terfragmentasi
(terpecah-pecah . atau  tersebar red.) dapat® meningkatkan gagalnya
komunikasi, karena“kesempatan “untuk instruksinya terdistorsi sangat

besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin

membutuhkan koordinasi yang intensif”.*’

2.1.7 Konsep Pelayanan Publik

* Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo
** Op.Cit. Winarno. Him 105

*® Op.Cit. Winarno. Him 155

" Op. Cit. Winarno. HIm 160
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a. Pengertian Pelayanan
Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service”.

mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh

aktivitas yang dapat dirasal elalui hubungan antara penerima dan
pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau

lembaga perusahaan.

Pengertian Pelayanan Publik
Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik

dirumuskan sebagai berikut :
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a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual
beli barang dan jasa.
c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang
dalam hubungannya dengan pensegahan, diagnosa dan pengobatan
guan kesehatan tertentu.

ir, perasaan,

nilai- nilai

usaha yang
memberikan

suatu tujuan

pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan
berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang
bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan
kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak

mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

*8 Syafiie Dkk 1999, Ilmu Administrasi Publik. HIm 18
** Moenir 1995,Manajemen Pelayanan umum di Indonesia. HIm 7
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala
bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan
oleh Instansi pemerintah. di Pusat, di-daerah, dan-di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor
atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan. Unsur-unsur tersebut
antara lain :

a. Sistem, Prosedur dan Metode Yaitu di dalam.pelayanan publik
perlu adanya .sistem informasi., prosedur dan metode yang
mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.

b. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam
pelayanan publik aparatur pemerintah selaku-personil pelayanan
harus profesional; disiplin “dan " terbuka terhadap kritik dari
pelanggan atau masyarakat.

c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan
dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang
tunggu, tempat parker yang memadai.

d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat
sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan
maupun perilakunya.™

d. Azas, prinsip dan standar pelayanan publik

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas

pelayanan publik yang profesional, Mengemukakan azas-azas dalam

pelayanan publik tercermin dari:

*0p. Cit. A.S. Moenir, HIm.8
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a. Transparansi.
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah
dimengerti.

b. Akuntabilitas.

u, agama, ras,

emenuhi hak dan

Prosedur pelayana dak berbelit- belit, mudah dipahami

dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan
Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik; unit kerja
atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan

*!Sinambela,Lijan Poltak. 2016, Manajemen Sumber daya manusia . HIm 6
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dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya

pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian waktu

pejabat yang

pelayanan dan

sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika.
g. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi

telekomunikasi dan informatika.

h. Kedisiplinan, kesopan dan keramahan
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Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun,

ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

i. Kenyamanan

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya
kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya
sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.
Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003,
kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

a. Pelayanan administratif
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Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi
yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan,

sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu

f. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau
satuan orang kementrian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen,
kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah

lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
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Sebagai penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi
pemerintah dan badan hukum. Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga

dengan pelayanan umum, yang biasanya menempel di tubuh lembaga

. esuai dengan harapan
&&. abagai biang

si adalah

kerjaan karena
jelas sehingga
ewenang untuk

orang birokrasi

dalam mencapai tu Q@ @" S birokrasi segala bentuk
e

hubungan bersifat resmi d g berdasarkan struktur orang yang

berlaku sehingga menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku pada orang

tersebut.

Untuk menciptakan kegiatan pelayanan publik yang berkualitas, maka

Menteri Pendayagunaan Negara menerbitkan keputusan No. 63/ KEP/ M.

52 Achmat Batinggi 2011, Manajemen Pelayanan Umum. HIm 53
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PAN/ 7/ 2003 mengenai pola penyelenggaraan pelayanan publik, yang antara

lain :

a. Fungsional

v
()
¢

o
{

pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani
melalui satu pintu.

3) Gugus Tugas. Petugas pelayanan secara perorangan atau
dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi

pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu
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2.1.8 Konsep Kinerja Dan Kepemimpinan Pemerintah
a. Kinerja Pemerintah

Keith Davis merumuskan 4 (empat) sifat umum yang tampaknya

o e

i -
‘Q ngan sosial,

kerja, yaitu :
a. Kemampuan mereka

b. Motivasi

> William A. Cohen. 1992. Seni Kepemimpinan. Jakarta, Mitra Utama, HIm. 228
* Mangkunegara, 2000 him. 7 . dalam Tisnawati Sule, Emi dan Kurniawan Saefuulah, 2005.
. Pengantar Manajemen, Jakarta, Kencana, him.223
Ibid
% Hasibuan, Malayu. S. P.2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Bumi Aksara,
him.34
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c. Dukungan yang diterima
d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan

e. Hubungan mereka dengan organisasi

Akuntabilitas Kinerja

QQ gunan‘desa adalah pembangunan
yang sepanjang prosesnya ‘ rakat “desa yang bersangkutan diharapkan
berpatisipasi aktif dan dikelola oleh tingkat desa, proses pembangunan yang
merupakan suatu proses yang berjalan tanpa upaya yang disadari dan disengaja.’”

b. Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan atau manager yang berarti :

>’ Brataha . Nyoman, 1982, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta, GHImia Indonesia,
Him.14
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1. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkannya.

2. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan, sedangkan pimmpinan

1. a SE emainkan pengaruh atas

2. Kepemimpinan merupakan kepampuan positif mempengaruhi orang dan
sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai hasil yang

diinginkan.

% Sedarmayanti, 2009. Repormasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa
depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan kepemerintahan yang baik), Bandung, Refika
Aditama, him. 119
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3. Kepemimpinan vyang efektif akan meningkatkan kemampuan dan

keunggulan organisasi untuk memberi inovasi nilai secara terus-menerus

kepada pasar dan/pelanggan.

4. diri (self
pemimpinan

rampilan teknik

pemimpin dala ditengah praktek

kehidupan dalam

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang artinya bimbing
atau tuntun, dari kata pimpin lahirlah kata memimpin yang artinya membimbing
atau menuntun dan kata benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin

yaitu orang yang berfungsi memimpin atau atau orang yang membimbing atau

Ali, 2012. Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan, Jakarta, Multicerdas
Publishing, him.67

% Op. Cit, Dent, him.69

81 Kartono, 2014. Pemimpin dan kepemimpinan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, him.3



1 vdwnyo(]

un ueeyesndiog

IS.JI9AI

AP disay yepepe

-
-

nery we[sy sej

60

menuntun. Lalu muncul istilah yang serupa “pimpinan” “kepimpinan” dan
kepemimpinan.®

Kepemimpinan pemerintahan atau leader govermenace, adalah

3) ata omunikasi dengan tegas dan

mengilhami orang lain,

4) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.®®

62 pamudiji, 1986. Kepemimpinan Pemerintahan diindonesia, Jakarta, Bina Aksara, him.5

% Suradinata, 2014. Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan, Bandung, Algaprint
Jatinangor, him.5

% Ndraha, 2003. Kybernology llmu Pemerintahan Baru, Jakarta, Renika Cipta, him.226

% O’leary dalam Effendy, 2009. Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik,
demokratik, Bandung, Indra Prahasta, him.41
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Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang
berhubungan satu sama lain, tegang yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial
dan konsep kepemimpinan pemerintahan yang bersifat formal.®®

The activity of influencing. people to.cooperate toward some goal they to
find desirable adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk
bekerjasama dalam rangka mencapai yang mereka kehendaki.®’

Kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terkait
oleh tataran hukum bersifat formal namun kepemimpinan juga berstandar pada
sistem nilal sosial menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang
dalam mempengaruhi orang lain tidak terlepas dari _sistem nilai budaya yang
dimiliki termasuk kepercayaan dan adat-istiadat. Kepemimpinan pemerintahan
yang mengandung sisten formal merupakan bersumber pada kewenangan rasional
yang dihadapkan pada berbagai Tugas dan kewenangan sertatuntutan situasi dan
perubahan yang cepat dan dituntut untuk berTugas sesuai dengan status yang
melekat untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekuasaanya.
Kepemimpinan dan" kekuasaan merupakan mata rantai yang sangat sulit
dipisahkan.

Kekuasaan amat dekat dengan kepemimpinan. Kekuasaan merupakan
suatu sarana bagi seorang pememimpin untk mempengaruhi prilaku pengikut-
pengikutnya.®® Seorang pemimpin hendaknya tidak hanya menilai prilaku

kepemimpinan mereka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka

% Op. Cit, Ndraha, him.39

%7 Djaenuri, 2015. Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan, Bogor, GHImia Indonesia,
him.9

% Loc. Cit, Thoha, him. 40
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mempengaruhi orang-orang lain, tetapi seorang pemimpin seharusnya juga
mengamati posisinya dan cara-caranya dalam menggunakan kekuasaaannya.

Kepemimpinan pemerintahan dapat didefenisikan sebagai “suatu proses
dan kemampuan« berdasarkan. kewenangan« yang  dimiliki seorang untuk
menggerakkan orang lain atau kelompok untuk mencapai sasaran dan tujuan
pemerintahan yaitu sebagail berikut

1. Kepemimpinan adalah kewenangan

2. Kepemimpinan adalah sebuah proses kreatif dan direktif

3. Kepemimpinan adalah terhadap dua orang atau lebih dalam suatu

organisasi dan masyarakat luas

4. Kewenangan proses dan pengaruh tersebut ditujukan agar orang atau

kelompok yang dipengaruhi dapat bekerga untuk mencapai tujuan
organisasi pemerintah secara lebih efektif.’

Dalam tingkatan pemerintahan tertentu yang pimpinannya seharusnya
menjalankan model kepemimpinan dua kaki yaitu mereka yang masuk ke dalam
penjabat publik yang dipilik, oleh rakyat sepertiy kepala desa, Bupati/Walikota,
Gubernur dan Presiden serta penjabat publik yang diangkat tetapi Tugasnya
langsung memimpin dan melayani masyarakat seperti lurah dan camat. Selain itu,
pemimpin Satuan Kerja Tugasgkat Daerah (SKPD) lainnya yang Tugasnya
memberikan pelayanan langsung. kepada masyarakat seperti kepala puskesmas,
Kepala dinas sosial, badan penanggulangan bencana dan yang sejenisnya perlu
juga menjalankan model kepemimpinan dua kaki.

Dalam dunia pemerintahan, segala sesuatu yang dikerjakan harus

berlandaskan pada kewenangan. Keabsahan kewenangan tersebut didasarkan pada

peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi berupa konstitusi

% Wasistiono, 2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia,
him. 22
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sampai yang paling bawah berupa keputusan penjabat administratif tingkat bawah

berdasarkan mandat dari perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatanya dan

delegasi kewenangan dari penjabat yang memiliki kewenangan.

Pengertian klasik mengenai birokrasi yang paling terkenal oleh Max
Webber: “Organisasi yang memiliki fungsi tertentu yang diatur dengan peraturan,
organisasi ini mematuhi prinsip-prinsip hierarki, unit yang ada dibawah dikontrol
dan dikendalikan oleh atasannya, ketentuan administrasi, keputusan, dan

peraturan dituangkan dan dicatat secara tertulis.”
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Birokrasi: Suatu organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki
oleh seorang penjabat yang ditunjuk atau diangkat, disertai dengan aturan tentang

kewenangan dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus

=

maupun hubungan interna

Cenderung memandang korupsi sebagai hal wajar.
Adanya kecendrungan ego sektoral yang tinggi.
Warisan birokrasi akan menjadi hambatan besar untuk mewujudkan good
governance berupa birokrasi yang berbudaya pelayanan.

ok w

Berikut ini empat bidang pendayagunaan aparatur negara yang mengalami
proses reformasi (birokrasi) untuk mencapai lompatan peningkatan kinerja aparat

pemerintah:
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1. Penataan kelembagaan dan penyerhanaan ketatalaksanaan.
2. Peningkatan kepasitas sumber daya aparatur.

3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme.

4.
aspek dan
elemen
1.
ng tidak sehat
rang dan jasa
2.
ing agar semua
3.
mbagi habis fungsi
I yang layak dan sesuai
4. Revisi peraturan Perundangan

5. Kebijakan sumber daya aparatur
Di masa depan kebijakan mengenai aparatur menyangkut:
a. Pengadaan
b. Pembinaan termasuk karir dan kesejahteraannya.

c. Peningkatan kompetensi.
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6. Manajemen perbaikan birokrasi.

2.1.10 Konsep Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin

angkaian kegiatan

penataan ya erupa : y dan pe ahan fasilitas kerja

manajerial untuk memperoleh sua rangka pencapaian tujuan melalui
kegiatan-kegiatan orang lain.
Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien

"OStoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogia, 2014. Fungsi-
fungsi Manajemen, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, HIm. 17

" Ibid , HIm. 18

" Ibid,
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untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M)
yaitu : men, money, methode, materials, machines, dan market.

Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu
manajemen yang.disebut manajemen sumber.daya manusia-atau disingkat dengan
MSDM . yang merupakan terjemahan dari man power management. Manajemen
yang mengatur unsur manusia | uni '@daj yang menyebutnya manajemen
kepegawaian atau manajemen personalia (personnel management).

Menurut Sondang P.Siagian, Manajemen adalah kemampuan atau
keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan
melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan
bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang
manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

Dalam hubungan int, perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan
aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada
manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari
manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor
atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia
didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan
sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin,
metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien
dan efektif.

Selanjutnya dapat dikatakan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan

keputusan, lebih lanjutnya dalam proses pengambilan keputusan olen pemimpin
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yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan antar manusia (Human Relations)
terutama hubungan antara pimpinan dan bawahan. Oleh karena itu, dapat

dikatakan bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia.

2.1.11 Kk

baik (Go 2INé as-asas. e ahan menjadi
hal yang sa Sas-as : pat dilihat dari dua
golongan,
a. Pejabat ya nenge af ¢ -H :.' : % eh mempunyai

kepentinga ibadi baik langs '.':'_ ] “ ysung terhadap

kebij

dipertanggung jawabkan.

Menurut Sedarmayanti, istilah “Governance” tidak hanya berarti
kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan,
pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan penyelenggaraan dan bias juga diartikan

pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public
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governance, private governance, corporate governance, dan banking
governance.Governance sebagai terjemahan dan pemerintahan kemudian
berkembang dan menjadi praktek terbaiknya disebut kepemerintahan yang baik
(Good Governance).
2.2  Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran untuk: menjelaskan variabel penelitian dan indikator-
indikator maupun aspek-aspek tentang Implementasi Sistem e-Government Pada
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi- Riau. Adapun kerangka pikir
tersebut dapat dijelaskan berdasarkan gambar berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kebijakan Sistem e-Government

v

Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
Keputusan Menteri Agama.Republik Indonesia Nomor
582 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

\ 4

Implementasi

)

Good Governance Sesuai Dengan
Standar Pelayanan Aparatur Sipil Negera
(PAN RB 15/2014)

A

1. Komunikasi

2. Sumbedaya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

Terimplementasi
Cukup Terimplementasi
Kurang Terimplementasi

Sumber : Edwar Il
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Hipotesis

Jika pelaksanaan Kebijakan Sistem e-governmentdalam bentuk pelayanan

dijalankan dengan maksimal maka tujuan dari reformasi birokrasi di

Kementerian Agama Provinsi Riaumenuju good.governance akan tercapai

dengan baik

Konsep Operasional

a.

Program yaitu suatu rencana yang telah ditetapkan oleh instansi terkait
atau seseorang.untuk dijalankan guna untuk mencapal suatu tujuan
tertentu.

e-government adalah suatu sistem yang berbasis elektronik yang dapat
mempermudah serta mempercepat tugas fungsi pemerintah demi
terwujudnya good governance.

Pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan
antara penerima dan pemberi pelayanan jasa mapun barang yang
menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.
Publik adalah Orang banyak(umum) atau masyarakat

Komunikasi adalah-proses penyampaian informasi dari komunikator
kepada komunikan

Disposisi adalah pemberian wewenang atapun pendelegasian tugas
untuk ditindaklanjuti

Sumberdaya adala” kemampuan yang merujuk kepada sumberdaya
manusia, sumberdaya keuamgan, sumberdaya peralatan dan
kewenangan

StrukturBirokrasi adalah sistem atau hubungan antara unit, hubungan
wewenang pada suatu instansi atau organisasi

Aparatur Sipil Negara adalah sumber daya manusia yang bekerja di
dalam pemerintahan di suatu instansi tertentu (Kantor Kementrian
Agama Provinsi Riau).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau adalah intansi
Vertikal yang menyelenggaran urusan Pemerintah di suatu provinsi,

dalam hal ini Provinsi Riau
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Operasional Variabel
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Berdasarkan dari uraian dan kerangka pikiran diatas maka selanjutnya

disini akan dilanjutkan operasional variabel dari penelitian ini yaitu:

TV

-e-Government

-: .
1 yaitu suatu
1.pemanfaatan

|-teknologi informasi

L - -
* baik internet

‘Fmaupun non-
P

rinternet, untuk
“+menyediakan

-
Fpelayanan yang

lebih nyaman dan
efisien terhadap
warga dan
organisasi atas
informasi dan
pelayanan

pemerintah.

Agama

Provinsi Riau

4.

Struktur
Birokrasi

antor

Implementasi

Wilayah

Skala Ukuran

5

Disposisi Kegiatan
sistem e-Govrnment
Disposisi Surat masuk

Ketepatan Struktur
SDM dengan Jabatan

e Terimplementasi

e Cukup
Terimplementasi

e Tidak
Terimplementasi

e Terimplementasi

e Cukup
Terimplementasi

e Tidak
Terimplementasi

e Terimplementasi

e Cukup
Terimplementasi

e Tidak
Terimplementasi

e Terimplementasi

e Cukup
Terimplementasi

o Tidak
Terimplementasi

Sumber : Olahan Penulis, 2018
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METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Suat

set kondisi
sekarang. i penelitia skrip : embuat deskripsi,
gambar at : ra sistematis, | aku lengenai fakta-fakta,

sifat-sifat, serta. hubung : selic Metode yang

secara triangulasi (gabungan), analisis data berupa induktif/ kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi.
3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian adalah di Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

'Nazir, 2009.

72
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3.3. Informan Penelitian
Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari

hasil penelitiannya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya

=N

persoalan a formasi yang

jelas, akura atau data-data

NN

yang dapat

QD
>
—
@
=
w
[9°)
o
c
—

*Suyanto, Bagong.2005. Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif P endekatan. Jakarta
:Prenada Media hlm. 172
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua kriteria informan

yaitu informan kunci dan informan utama yaitu:

Tabel 3.1
lah Populasi danResponde

74

penelitian

Persentase

100 %

100 %

100 %

100%

purposive sampling. MenurutS ugiyono®, purposive sampling adalah teknik

pengambilan samples umber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber

data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah

peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang diteliti yang menjadi

kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualiatif adalah

>Sugiyono.(2012). Memahami Penelitian Kualitatif’. Bandung :alfabeta. HIm. 89

tuntasnya
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pemerolehan infomasi dengan keragaman variasi yang ada, buka pada banyak
sampel sumber data.

Kebutuhan informan dalam penelitian ini didasari pada informan yang

diolah aka

digunakan

1. Datap

masala

langsung dari informan atau data yang didapat melalui orang lain, peneliti
hanya mencatat, mengakse satau meminta data tersebut kepada pihak lain
dimana dalam penelitian ini data sekundernya tersebut bersumber dari
dokumen-dokumen, arsip, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan

kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

*Victorianus Aries Siswanto, 2012, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, Yogyakarta, Graha
limu.hlm. 53
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3.6  Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan teknik pengumpulan data maka penelitian ini juga termasuk

jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti menggunakan observasi, wawancara

., sistemati

untuk kemudian

o
o
2]
d
g engenai topic
i
g

peneliti  dengan

Dokumentasi/StudiPustaka
Metode dokumentasi/Studi Pustaka adalah mencari data mengenaihal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.®Dengan demikian yang

digunakan sebagai bahan Dokumentasi dalam penelitian ini berupa setiap

®JokoSubagyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek, Jakarta :RinekaCipta. HIm. 62.

6Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta,
Rineka Cipta.hal 274.
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bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, leteratur-leteratur lain
yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Ataupun

foto-foto dan film sekaligus dokumen sudah lama digunakan dalam

berlangsung, da ah selesai pe ala 2 tertentu. Aktivitas
dalam anali : ngL -~ data, ; enyajian data dan
verifikasi da

1.

Data yang diperoleh dari lapa ahnya cukup banyak, untuk itu maka
data perlu dicata tsecara teliti dan rinci. Kemudian data dirangkum, dipilih hal
-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta
polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencari data berikutnya jika diperlukan. Data-data yang
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tidak terpakai dibuang, sehingga peneliti lebih focus pada data yang telah

tereduksi.

Data Display (Penyajian data)

diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.
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3.8 Jadwal Penelitian

Adapapun jadwal penelitian yang telah direncanakan oleh peneliti adalah

sebagaimana tertera dalam tabel berikut,

No April- Juli

1,2/3/4/1/2 34

Seminar
Proposal

Dan
Bimbingan

Ujian Tesis

DI disay yepepe fur udwnyo(

Revisi dan
Pengesahan

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1

itu lebih
kurang 8 lereng bukit
barisan sa Lir ang Selatan —
02 25°00” En a ate ujur Timur.Di

daratan ter
(400 Km) dengan kedalam _, Jbdai K5 : gan kedalaman
lebih kuran ; ; ‘ an kedalaman 6-8
meter.Keemy

tersebut bermuara at Malaka dan La i e oun batas — batas

a.  Sebelah Utara

b.  Sebelah Selatan : ambi d ovinsi Sumatera Barat
c Sebelah Timur : S auan Riau da Selat Malaka

d Sebelah Barat : Umatera Barat dan Sumatera Utara

Provinsi Riau sendiri memiliki 10 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu :

Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Siak Sri Indrapura
Kabupaten Kampar
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Bengkalis

S@ho a0 o

80
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Kabupaten Rokan Hilir

Kota Pekanbaru

Kota Dumai

Kabupaten Kepulauan Meranti

—_— X -

4.2

n berkisar
antara 1 ﬁ emarau dan
musim h Jan Geofisika

pekanbaru,

£\ 5 )

dengan suh

4.3 Geomo

Dae siografi utama,

\‘i\\?“'—“

yaitu :
1. Wilayah
2. Wilayah Datara

3. Wilayah perbukuta

'
‘9
W,

| W
4.4  Pemerintahan

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang menerapkan konsep otonomi
daerah diberbagai lini pemerintahan daerah Provinsi Riau, mulai dari pemerintah
pada tingkat Provinsi sampai ke tingkat Desa diseluruh daerah di Provinsi

Riau.Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 kota, yang

didalamnya terdiri dari 166 kecamatan, dan 1.847 Kelurahan/Desa.
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Sebagai Provinsi, Riau dikepalai oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah
dengan satu orang Wakil Gubernur. Sejalan dengan keberlangsungan urusan

pemerintahan, di Provinsi Riau juga banyak instansi vertikal yang melaksanakan

kepadatan penc : <in ti -' : Ka atan penduduknya
dan begitu juga sebaliknyz hadata 2ngaruhi oleh factor

geografi (fi sumberda ikli a factor demografi

setelah Indonesia merdeka dan lebih kurang enam bulan setelah terbentuknya
Departemen Agama di Pusat (Tanggal 3 Januari 1946), maka Residen Riau pada
waktu itu menunjuk H. Bakri Sulaiman untuk membentuk Kantor Jawatan Agama
Tingkat Karesidenan yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Berdasarkan

perintah tersebut, H. Bakri Sulaiman mulai mencari personalia yang akan ditunjuk
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sebagai pendamping dalam melaksanakan tugas yang baru, maka disusun

personalia sebagai berikut :

1. M. Yatim D. ditunjuk sebagai Sekretaris,

apat pengukuhan,

seminggu s keluarkan oleh
Gubernur Medan,
tertanggal 16 Surat Keputusan
tersebut hilan Surat Keputusan

dipimpin oleh H.
Riau)

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama pada bulan Juni 1946,
dalam perjalanan hidupnya selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan
struktur organisasi, fase demi fase telah dilalui kantor ini dengan irama
perjuangan yang mengalami pasang surut. Dengan ditetapkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1957, daerah Riau berubah statusnya dari Karesidenan menjadi

Provinsi. (Dokumentasi, Kementerian Agama Provinsi Riau)
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Perubahan status tersebut belum segera dapat direalisir mengingat
timbulnya peristiwa daerah (PRRI), sementara itu Residen Mr. Sis Cakraningrat

tetap berada di Tanjung Pinang.Dalam perkembangan berikutnya, berdasarkan

3. M. Hasy agai ‘j ‘- -L idikan Aga ovinsi Riau,
4. H. Abd l
(Dokume

Denge g ; ' si_ Ri 0 anjung Pinang ke

Pekanbaru, ¢ : ama Pindah pula ke

menyempurnakan personil kantornya. Dalam mengurus agama Kristen dan
Katholik, diangkatlah beberapa karyawan untuk urusan tersebut. Dengan
diangkatnya karyawan pengurus tersebut, maka pengisian struktur sudah hampir
sempurna sesuai dengan PMA Tahun 1958 yang dimaksud. (Dokumentasi,

Kementerian Agama Provinsi Riau)
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Kemudian dengan dikeluarkannya KMA Nomor 18 Tahun 1975 yang

disempurnakan, maka Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Riau

menyesuaikan diri dan diangkatlah personil yang mengurusi Agama Buddha.

ktur organisasi

tugas dan i daerah terdiri

dari :

Jawatan Urusan Agama Kriste

Jawatan Agama Katholik,

© © N o g > w DN PRE

Jawatan Urusan Hindu Bali dan Buddha.
Sedangkan Kantor Perwakilan Departemen Agama tingkat Kabupaten dan
Kota madya terdiri dari :

Dinas Urusan Agama,
Dinas Pendidikan Agama,
Dinas Penerangan Agama,
Dinas Pengadilan Agama,
Dinas Urusan Haji,

arwdE
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6. Dinas Urusan Agama Kristen,

7. Dinas Urusan Agama Katholik,

8. Dinas Urusan Agama Hindu Bali dan Budha.
(Dokumentasi, Kementerian Agama Provinsi Riau)

Bimbingan

tentangpembe : : : arteme a dan Inspektorat

Perwakilan

Unsur Pelaksana yaitu :

Inspeksi Urusan Agama

Inspeksi Pendidikan Agama

Inspeksi Penerangan Agama

Inspeksi Pengadilan Agama

Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kodya

© © N o g bk~ w DN PE

Kantor Urusan Agama Kecamatan
10. Unsur Pengawas ialah Inspektorat Perwakilan.
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4.7 Susunan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang

organisasi. Me ama Rl No. : 2 Tentang Struktur
Organisasi
Agama untu

1. Kantor

1. Tugas
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan

kebijakan menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.
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2. Fungsi

a. Perumusan visi, misi dan kebijakan tekis dalam bidang pelayanan dan

bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi Riau.

C.
d. ogram, daerah

pelaksanaan tugas
e ansi terkait dan

4.9.1 Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau Satuan Kerja di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam melaksanakan
tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi Perencanaan di bidang

kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan Negara, organisasi dan tata
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laksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi
keagamaan, administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan; Pelaksanaan

pembinaan dan koordinasi di bidang kepegawaian, keuangan dan inventaris

inventaris ayaan Nega ) : a, hu ” lan hubungan

masyarakat NG 3 naan, administrasi

perkantora
hasil penga
a.

an di bidang
pengumpulan,

Informasi

bahan kebijakan, pengembangan organisasi dan tata laksana, evaluasi kinerja
organisasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengelolaan
perencanaaan, pembinaan dan pelayanan kepegawaian.

c. Sub Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
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Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang informasi
dan hubungan masyarakat, adapun program informasi dan keagamaan dan

kehumasan:

1. Penerbitan i

3. > s erdiri  dari

g Kinerja sub

Bidang Sub

peraturan | : an . penyelesaian  kasus,
hubungan yaraka sembinaan kerukunan umat
beragama.
e. Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata

usaha, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
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4.9.2 Bidang Pendidikan Madrasah
Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di

gram  di  bidang

an di bidang
# didikan, sarana

[
d_ﬂ jaan, kerja sama

: .%
d. Kelembagaan &
4.9.3 Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai
tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan
sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama.
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Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Agama dan

Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang

haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan
Umrah menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di  bidang

penyelenggaraan haji dan umrah;
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Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang

pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji,

pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta

Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program di
bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;

Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang
kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga

sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat, dan
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pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama
Islam dan pembinaan syariah;

3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan

bimbingan,
erangan agama

ditetapkan oleh

perencanaan di

2. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang
penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan
publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabagag Al-
Qur’an dan Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem

informasi penerangan agama Islam, zakat dan wakaf; dan
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3. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam,

zakat dan wakaf.

Bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf terdiri dari:
enerangan dan Penyuluhan Age

melaksanakan
asi di bidang

teknis yang

4.9.9 Pembimbing Masyarakat Hindu

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang
bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
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4.9.10 Pembimbing Masyarakat Budha
Pembimbing Masyarakat Budha mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang

tingkat  selanjutnya  hingga
keperguruan  tinggi Pendidikan juga dapat
mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dan merupakan salah satu
factor yang ikut mempengaruhi kemampuan Pemerintahan dalam
menjalankan Peran dan fungsinya yang diberikan dan menerapkannya

dalam pekerjaan dan dalam hubungan kerja sesama dalam menjalankan

Pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, maka terlihat tingkat
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pedidikan formal dari Kementrian Agama Provinsi Riau dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

No Tingkat Pendidikan Jumlah

L AN

ahuahy

Tabel IV. ama Provinsi
Sumber :Pe

Dari nvai Kementrian

WA

bertindak. Selain memerlukan orang yang lebih berpengalaman, didalam
menjalankan pemerintahan juga diperlukan perangkat pemerintah yang mengisi
struktural pada Kementrian Agama Provinsi Riau yang berumur muda yang

mempunyai kempuan fisik dalam mengerjakan peran-perannya.
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3. Hasil Penelitian

. n_peran-peran umum
.a merintahan,

ntah daerah

pusat yang
Kementeria : upake Qi : an_.absolut. Dalam
melaksanak - < ‘j ‘- -L o kan pendelegasian
tugas ke daerah l enterian Agama

Kabupaten K

Dalam

Riau.
1.  Komunikasi
Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riaupada tanggal 21 Juli 2019 , dengan pertanyaan:
“Bagaimana sistem komunikasi pada Kanwil Kementrian Agama Provinsi
Riau dengan penerapan sistem e-Government, dan bagaimana pula komunikasi

pimpinan kepada bawahan kepada pimpinan, bawahan kepada pmpinan?”’
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau Bapak Dr.H.Mahyudin,MA sebagai Key Informan pada
Tanggal 21 Juli 2019 sebagai berikut :

“Komuunikasi.__merupakan: suatu  aktivitas penyampain
informasi, baik 1tu pesan, ide, dan gagasan, dari suatu pihak ke
pihak yang lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan
secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak
untuk saling mengerti, pada saat.ini komunikasi berbasis teknologi
komunikasi.\* lebih  banyak digunakan terutama kalangan
pemerintahan atau yang disebut E-Government. Pada perinsipnya
inovasi  E-Government untuk meningkatkan kualitas proses
pelayanan dari lembaga pemeriniah kepada masyarakat melalui
pelayanan online.Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi
Riau telah mendaya gunakan E-Governmentt sebagai system
manajemen dan pelyanan public. Komunikasi pimpinan kepada
bawahan kepada pimpinan, bawahan kepada bawahan ini juga
sudah berbasis online namun ini merupakan tantangan yang berat
bagi Sumber Daya Manusia itu sendiri karna beberapa dari
mereka tidak .memahami E-Gevernmentt, jadi dikarnakan hal
tersebut maka komunikasi yang dilakukan antara pimpinan kepada
bawahan kepada pimpinan, bawahan kepada bawahan masih
system manual.”.(senin 21 juli 2019 pukul 10.46 wib)

Masih untuk mendapatkan informasi mengenaiE-Government dalam hal
Komunikasi yang dilakukan penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang
diperoleh dari lapangan denganKausbbag Umum Bapak Drs.H.Elwizar,M.Mpada
tanggal 22 Juli 2019, dengan pertanyaan :

“Bagai mana systemE-Government ini terjalin. Apakah terjalin dengan baik,
dan E-Government dalam bentuk apa?”’
Adapun jawaban dari Kasubbag Umum sebagai penanggung jawab

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bisa penulis rangkum dalam bentuk

wawancara sebagai berikut:
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“Sejauh ini pelayanan yang diberikan kepadalayanan internal
dan pelayanan publik atau masyarakat belum sepenuhnya berbasis
E-Government, hal ini mengilahat pada layanan 100ublic tidak
semua bisa terlasana dengan sistem elektronik maupun aplikasi.
Akan tetapi dalam layanan internal ada umumnya semua
menggunakan sistem elektronik, sepetiqpada bagian umum layanan
pengadaan wajib. menggunakan- elektronik yang sudah tersistem
online yaitu LPSE.Maka sejauh ini penerapan e-Government yang
sudah berjalan baik walaupun masih ada layanan yang memang
harus dilakukan secara manual.”(Wawancara pada Selasa, 22
Juli 2019).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai E-Government dalam hal
Komunikasi penulis mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari
lapangan dengan Kasubbag Umum Kanwil kementerian Agama Provinsi
RiauBapak Drs.H.Elwizar, MM pada tanggal 22 Juli 2019 dengan pertanyaan :
“Apa yang menjadi kendala dalam menjalankan E-Government?”

Adapun jawaban dari Kasubbag Umumyang bisa penulis rangkum dalam
bentuk wawancara sebagai berikut :

“E-Government tidak bisa berjalan dengan maksimal karna
kurangnya tenaga ahli dan SDM tenaga ahli bidang teknik
informasi untuk menerapkan E-Government” (\Wawancara pada
Selasa, 22 Juli 2019 ).

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Kepala
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau dengan Kasubbag Umum
maka penulis merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan Tokoh
Masyarakat bapak Zul Afandi terkait hal Komunikasi dan pelayanan, dimana
penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Juli 2019 dengan pertanyaan

sebagai berikut :

“Apakah komunikasi dan pelayanan Kanwil sudah berjalan dengan baik?”
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Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat bapak Zul Afandi yang bisa
penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

“Sejauh ini Kanwil dalam melakukan komunikasi dan
pelayapan.sudah cukup membantukami‘sebagai tokoh masyaarakat
yang pernah menerima bantuan dan yang kami lihat dalam
pelayanan yang di berikan kepada kami ini suda berbentuk
elektronik meskipun belum sepenuhnya saya sangat setuju apa bila
pelayanan ini berbasis elektronik karna kita juga harus mengikuti
perkembangan.elektronik yangsemakin canggih ini ”* (Wawancara
pada Selasa, 22 Juli 2019 ).

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Kepala
Kantor Kementrian Agama Provinsi Riau dengan masyarakat maka penulis
merasa perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan bapak Zul
Afanditerkait selaku Tokoh Masyarakat terkait hal komunikasi dan pelayanan,
dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Juli 2019 dengan
pertanyaan sebagai berikut :

“Apakah komunikasi dan pelayanan Kanwil Kemenag Prov. Rau sudah
berjalan dengan baik?”
Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat yang bernama Zul affandi bisa
penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

“komunikasi pada Kanwil Kemenag Prov Riausangat baik
terhadap masyarakat apa lagi dalam mengatasi kebutuhan kami
dalammenyelesaikan administratif, komunikasi dan pelayanannya
sudah sangat membantu dan sudah cukup baik”.(Wawancara
pada Selasa, 22 Juli 2019 ).

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam

kategori ataupun indikator e-Government dalam ketersediaannya aplikasi e-

Government pendukung pekerjaan kantor dan pelayanan publikmelaksanakan
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Perannya di dalam komunikasi dan pelayanan E-Government sudah dilaksanakan
akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya komunikasi

yang baik sehingga pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari E-

Agama P

Kantor Wi : “‘ omunikasi dan
pelayanan e-Government
sudah cuku

Selar 3 : ] angams nsur indikator E-

Governme asi ara ud overnment dalam

“Bagaimana program E-Government dalam melakukan pelayanan ?, dan
bagai mana dampak dari di terapkannya E-Government?”

Sebagaimana yang dikatakan oleh penanggung program Penaiszawa
Provinsi Riau pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai berikut :

“Memasuki dunia yang penuh dengan teknologi tinggi di

berbagai bidang, tentunya kita tidak bias tinggal diam, E-

Government dalam pererintahan menjadikan hal utama yang perlu
dikembangkan, dalam melakukan pelayanna E-
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Governmentberbasis elektronik sehingga public bisa mealukan
administratif dengan mudah tanpa harus datang ke kantor, dengan
pelayanan E-Government ini tidak ada lagi pungutan liar yang
biasa kita jumpai diberbagai kantor, sedangkan dampak dari di
terapannya E-Government ini memiliki dua dampak yaitu dampak
positif_dan_negatif, positif dari E-Government adalah pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat,peningkatan hubungan antara
pemerintah,pelaku bisnis, dan masyarakat umum, pemberdayaan
masyarakat melalui informasi yang muda diproses, dengan adanya
informasi yang cukup, masyarakat akan belajar untuk dapat
menentukan pilihannya sendiri, /hilangnya birokrasi yang selama
ini  menjadi® “penghalang . bagi ‘T masyarakat,sedangkan yang
negatifnya salahsatunya semakin bebasnya masyarakat mengakses
situs pemerintah akan memudahkan terjadinya cyber crime, Biaya
: walaupun politik dalam pemerintahan menggunakan IT lebih
meminimalisir biaya tetapi dalam penyusunan  infrastrukturnya
membutuhkan biaya yang cukup besar, jangkauan akses, harus
diakui tidak semua orang bisa mengakses internet dengan mudah
misalnya mereka yang berada di pedalaman akan sulit untuk
mengakses internet.” (Senin 21 Juli 2019 Pukul 10.46 WIB)

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang mendalam
oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan ASN yang
berhubungan langsung dengan-fayanan pada:Kanwil Kementrian Agama Provinsi
Riau Bapak H. Edy Tasman, Msi (Kasubbag Kepegawian Organisasi Tatalaksana)
dimana pertanyaannya adalah :

“Bagaimana program. E-Government dalam melakukan pelayanan dan
bagaimana dampak dari diterapkannya E-Government?”’

Sebagaimana yang dikatakan oleh informan bapak Kasubbag Kepegawaian
dan Organisasi Tatalaksana pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai berikut :

“Sejauh ini berkaitan dengan pelayanan E-Government hanya
sedikit lembaga yang benar-benar menggunakan pelayanan E-
Government,meskipun E-Government memiliki dampak positif dan

negative bagi masyaarakat ”(Wawancara pada Selasa, 21 Juli
2019).
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Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Komunikasi penulis
mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan

Pegawai Administratif bapak Firman, Msi, pada tanggal 22 Juli 2019 , dengan

kan pelayanan
a tidak semua
dalam hal ini
nya pelayanan
Selasa, 22 Juli

pertanyaan sebagai berikut :
“Bagaimana program E-Government dalam melakukan pelayanandan
bagai mana dampak dari diterapkannya E-Government?”’
Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat bapak Zul yang bisa penulis
rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

“Program E-Government sebagian dari kami ada yang
mengerti ada juga yang tidak, tapi setelah saya lihat program ini
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sangat membuat kami bingung terutama kami yang masyarakat
biasa, klau masyarakat yang telah mengenal pendidikan mereka
akan paham dengan hal ini(Wawancara pada Selasa, 22 Juli
2019).

Masih dengan  Tokoh.Masyarakat .bapak Zul Afanditerkait hal E-
Government, dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Juli 2019
dengan pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana program E-Government dalam melakukan pelayanan dan bagai
mana dampak dari di terapkannya E-Government?”’
Adapun. jawaban dari Tokoh Masyarakat bapak Zul Afandi yang bisa
penulis rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :
“Program E-govermen ini membuat pelayanan semakin
mudah tapi ini-menurut sebagian-masyarakat, kami di masyarakat
ini ada yang tidak mengenal tulis dan baca untuk masyarakat yang

Seperti ini sangat sulit bagi mera untuk melakukan pekayanan yang
berbasis E-Government” (Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019

)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam
kategori ataupun indikator penggunaan E-Government untuk mencapai tujuan-
tujuan lembaga pemerintahan melalui elektronik sudah mulai berjalan dimana
dalam melaksanakan tugas fungsinya Kantor Kementerian Agama Provinsi dalam
pelayanan baik secara internala maupun pelayanan publik sudah banyak
menggunakan sistem elektronik. Setiap program ataupun bidang hampir selurunya
menggunakan sistem baik berupa aplikasi berbasis online maupun offline yang
terintegrasi dari pusat samapi ke daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi

tersebut dan dari pemaparan informan hasil wawancara dengan Penanggungjawab
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Program, Pegawai Adminstrasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau
tersebut, penulis menganalisabahwa peran berbagai pihak dalam memberikan

komunikasi dan menjalankan tugas untuk mewujudkan good governance dalam

sebagai berikut:

“Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu factor yang
sangat penting bahkan dari sebuah organisasi, baik institusi
maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang
menentukan  perkembangan lembag pemerintahan, pada
hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah
organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencanaan untuk
mencapai tujuan lembaga pemerintahan itu,sedangkan sumber
daya manusia di kantor wilayah kementrian provinsi riauini masih
belum memadai untuk menerapkan E-Government Sumber daya
manusia yang ahli dibidang teknologi informatika masih kurang,
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dan SDM yang ada tidak bias menjalankan E-Government,
sedangkan SDM yang dilayani meraka lebih menyukai pelayanan
dilakukan dengan cara manual karna menurut mereka itu jauh
lebih mudah dipahami dan lebih jelas bagai mana pelayan itu
dilakukan dan oleh karena itu penerapan E-Government belum
), secara optimal ’(Wawaneara pada Selasa, 21 Juli

penulis uke ara denga i'yang melakukan
pelayanan

“Bag

Adapun |z yang didapatkan da ay adalah sebagai
berikut:
ilayani belum
t tidak begitu
diri bukan hanya
juga ada yang

ini yang menjadi
ent ”(Wawancara

Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, pada tanggal 21 Juli
2019 , dengan pertanyaan :

“Bagaimana sumberdaya dalam melakukan pelayanan, dan bagaimana
dampak dari sumberdaya?”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Penanggung jawab Program bapak

Sahat Sihombing, M.Pd pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai berikut :
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“Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur
lain dalam kehidupan dimana ia dapat meningkatkan kesejahteraan
manusia. Salah satu sumberdaya yaitu sumber daya manusia adalah
sumber daya yang ada pada manusia itu sendiri. Biasanya sumber daya
ini digunakan dalam proses produksi barang atau jasa, dimana dengan
adanya manusiayang mampu memproduksi.suatu barang maka manusia
akan lebih® sejahtera...Pada manusia  terdapat tenaga, keahlian dan
kepribadian yang menjadi sumber daya, dimana semakin baik tenaga,
keahlian dan kepribadian di suatu daerah maka daerah tersebut akan
semakin baik. Sumber daya manusia dalam pelayanan di kementrian
agama masih kurang .tenaga ahli dama bidang elektronik yang mana
perkembangan teknologi yang sangat cepatspada saat ini.Sumber daya
manusia yang memiliki dampak yang sangat penting karna SDM yang
menggerakan semua aktifitas yang ada” (Senin 21 Juli 2019 Pukul 10.46
WIB)

Selanjutnya Penulis masih ingin mendapatkan informasi yang mendalam
oleh sebab itu penulis masih melakukan wawancara dengan Kasubbag Inmas pada
Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau bapak Drs.H. Eka Purba,dimana
pertanyaannya adalah :

“Bagaimana sumberdaya dalam melakukan pelayanan dan bagaimana
dampak dari sumberdaya?”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasubbag Informasi dan Humas pada
Kanwil kementrian Agama Provinsi Riau.pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai
berikut :

“Sejauh ini Sumberdaya dalam melakukan pelayanan masih ada
sebagian dari sumberdaya itu yang kurang dalam menggunakan
Elektronik namun demikian kami terus melatih agar semua sumber daya
bisa menggunakan elektrnik ini sehingga untuk melakukan pelayanan

yang berbasis E-Government ini bisa berjalan dengan baik sebagai mana
mestinya "(Wawancara pada Selasa, 21 Juli 2019).
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Masih  untuk  mendapatkan  informasi mengenai  Komunikasi
penulismencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan
dengan Pegawai Administratif di Program Bimas Hindu Ibu Nengah Sujati, S.Ag
pada tanggal 22 Juli 2019, dengan pertanyaan.:

“Bagaimana sumberdaya dalam melakukan pelayanan dan bagai mana
dampak dari sumberdaya?”
Adapun jawaban dari ibu Nengah Sujati yang bisa penulis rangkum dalam bentuk
wawancara sebagai berikut :

“Saat ini kami hanya memiliki beberapa sumberdaya ahli sehingga
dengan adanya sumberdaya ahli ini mereka yang mengajari sumberdaya
mana yang kurang baik dalam melakukan pelayannan yang berbasis
electronik ini sehingga nantinya sumberdaya aman yang tadinya kurang
baik dalam menggunakan Teknologi lama kelamaan mereka akan menjadi
baik” (Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019 ).

Selanjutnya” untuk. memperkuat dan _mencocokkan® antara jawaban
Penanggungjawab Program, Pegawai dengan masyarakat maka penulis merasa
perlu untuk melakukan wawancara kembali dengan beberapa Tokoh Masyarakat
bapak Zul Afandi, dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Juli
2019 dengan pertanyaan sebagaiberikut :

“Bagaimana sumberdaya dalam melakukan pelayanan dan bagaimana
dampak dari sumberdaya?”
Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat bapak Zul Afandi yang bisa penulis
rangkum dalam bentuk wawancara juga sebagai berikut :

“Untuk menciptakan pelayanan yang baik maka kita butuhkan SDM yang

sangat berkualitas sehingga masyarakat bias mendapatkan pelayanan

yang sesuai dengan yang mereka butuhkan” (Wawancara pada Selasa,
22 Juli 2019).
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Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat sumber

daya manusia dalam melakukan pelayanan untuk mencapai tujuan-tujuan lembaga

2 .
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Berikut hasil wawancara Ye dengan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian AgamaProvinsi Riau, pada tanggal 21 Juli 2019 , dengan
pertanyaan:

“Apakah ada kegiatan sistem E-Government dan seperti apa disposisi/ sikap

yang seharusnya dilakukan?”
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Riau Bapak Dr.H. Mahyudin, MA, pada Tanggal 21 Juli 2019
sebagai berikut :

“Kegiatan 11liasl11m_E-Government salah satunya adalah
laporan kegiatan pemerintah, disposisi surat masuk dengan
pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi maka E-office yang
berfungsi sebagai surat-menyurat yang mana disini memiliki
dampak positif.-yang "luar- biasae. karna dengan e-office 11lias
menghemat.berbagai bentuk baik'kertas dan waktu yang kita
gunakan dalam surat-menyurat, namun ini belum optimal. “sejauh
ini berkaitan dengan Disposisi/Sikap sudah cukup mendukung dan
terbukti juga dengan Komunikasi tetap berjalan dengan baik dari
atasan kepada pegawai dan juga ada dari pegawal kepada atasan
tidak serta merta hanya terjadi dari atasan kepada pegawai.
Kendalanya berkaitan dengan komunikasi tidak ada hanya saja
beberapa yang sifatnya internal kemungkinan hanya kecil untuk
terjadi ”’(Wawancara pada Selasa, 21 Juli 2019 ).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Disposisi/ Sikap, penulis
mencoba menguraikan hasil, wawancara yang .diperoleh dari lapangan dengan
Kasubbag Kepeagwaian dan Organisasi Tatalaksana Kantor Wilayah Kementrian
Agama Provinsi Riau Bapak H. Edi Tasman, M.Si, pada tanggal 22 Juli 2019 ,
dengan pertanyaan :

“Bagaimana tindak lanjut terkait ‘kegiatan sistem e-Government dilapangan
dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan?”
Adapun jawaban dari Bapak Edi Tasman yang bisa penulis rangkum dalam
bentuk wawancara sebagai berikut :

“E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi
oleh badan pemerintahan untuk menjalankan kegiatan
pemerintahan. E-Government diterapkan di sebuah pemerintahan,
dan dalam menjalankan E-Government memiliki sebuah kendala

dalam pengembangannya agar dapat membuat E-Government
lebih efisien dan efektif untuk kalangan pemerintahan, sedangkan
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yang dilihat dilapangan bahhwa E-Government belum optimal
karna ketebatasan SDM, untuk menerapkan E-Government
seharusnya kita harus menyediakan SDM yang ahli dalam
elektronik(Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019 ).

Masih untuk® mendapatkan. informasi..mengenai Disposisi/ Sikap penulis
mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari salah satu pegawai
Minton Sitoru, pada tanggal 22-Juli’ 2019 ,dengan pertanyaan :

“Bagaimana . tindak - lanjut terkait kegiatan system E-Government
dilapangan? dan seperti apa Disposisi/ Sikap yang seharusnya dilakukan ?

Adapun jawaban dari pegawai Kanwil Kementerian Agama yang bisa
penulis rangkum dalam bentuk wawancara sebagai berikut :

“E-Government Pada saat ini terus melakukan perbaikan
untuk meningkatkan kualitas -pelayanan yang sebagai mana
mestinya,seperti yang kita lihat dilapangan E-Government belum
berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan namun
terus melakukan perbaikan untukymenciptakan pelayanan onine
yang mebuat masyarakat mudah mendapatkan informasi yang
mereka inginkan” (Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019 ).

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Informan
Penanggungjawab Program dan Pegawai dengan.masyarakat, maka penulis
merasa perlu untuk melakukan .wawancara.kembali selaku Tokoh Masyarakat
bapak Zul Afandi terkait hal disposisi/sikap, dimana penulis melakukan
wawancara pada tanggal 22 Juli2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana tindak lanjut terkait kegiatan sistem E-Government dilapangan
dan seperti apa disposisi/sikap yang seharusnya dilakukan?”

Adapun jawaban dari bapak Zul Afandi yang bisa penulis rangkum dalam

bentuk wawancara juga sebagai berikut :
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“kita sebagai masyarakat bersama-sama membantu
pemerintah agar Kkita bisa memanfaat teknologi yang terus
berkembang ini” (Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019 ).

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam

paik sehingga
apat terlaksana
banyak yang

a oleh sebab itu

5. Struktur Birokrasi

Selanjutnya penulis melihat dan mengamati unsur indikator Struktur
Birokrasi, adapun hasil wawancara yang penulis lakukan adalah dengan

penanggung jawab program.
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Berikut hasil wawancara yang diperoleh dengan Penanggungjawab Program
Bimas Katolik Bapak Alimas Gea, M.Pd, pada tanggal 21 Juli 2019 , dengan
pertanyaan :

“Bagaimana« Pelaksanaan. Pengisian_Struktur Birokrasi Pada Kementrian
Agama_Provinsi Riau dan bagaimana pelaksanaan peran baik dari Komunikasi,
Sumberdaya , Disposisi apakah-sudah sesuai penempatannya?”’

Sebagaimana yang di katakan oleh Penanggungjawab Program Bimas
Katolik Provinsi Riau pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai berikut -

“Untuk Penempatan Stuktur Birokrasi pada bagian program
Provinsi Riau baik dari segi Komunikasi , sumber daya yang ada
dan disposisi maka penempatan sudah diadakan pertimbangan
yang matang dan penempatannya sudah disesuaikan dengan
bidang masing-masing untuk Kementrian Agama Provinsi Riau
karena delegasi. Peran dari.Dinas Sosial makaPenempatan
Kementrian Agama Provinsi Riau juga sudah sesuai.

Sebagaimana yang dikatakan' oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Prov Riau pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai berikut :

“Untuk penempatan Struktur Birokrasi sudah sesuai menurut
pandangan saya berkaitan dengan pelaksanaan Peran memang
ada yang lalai namun tidak semuanya ”(\Wawancara pada Selasa,
21 Juli 2019).

Berikut hasil wawancara yang diperoleh Penanggungjawab Program Bidang
Haji dan Umrah, bapak H. Erizon Efendi, MA, pada tanggal 21 Juli 2019 , dengan
pertanyaan :

“Bagaimana Pelaksanaan Pengisian Struktur Birokrasi Pada Kementrian

Agama Provinsi Riau dan bagaimana pelaksanaan peran baik dari komunikasi,

sumber daya , Disposisi apakah sudah sesuai penempatannya?”’
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Sebagaimana yang dikatakan Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil
Kemenag Provinsi Riau pada Tanggal 21 Juli 2019 sebagai berikut :

“Penempatan Struktur masih kurang karena ini masih ada
yang tidak.tau dengan Peran dan fungsinya, saya sebagai Kepala
Program Provinsi.Riau terkadang masih ada anggota-anggota
yang belum tau akan kewajibannya tetapi hanya tau haknya saja,
berkaitan dengan penempatan struktur sudah pas namun disini
kesadaran dari anggota yang tidak ada bisa jadi juga karena
bukan ASN ”(\Wawancara pada Selasa, 21 Juli 2019 ).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Struktur-Birokrasi penulis
mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Bapak Drs. H. Muliardi, M.Pd pada tanggal
22 Juli 2019, dengan pertanyaan :

“Bagaimana Pelaksanaan. Pengisian. Struktur Birokrasi Pada Kementrian
Agama Provinsi Riau dan bagaimana pelaksanaan Peran baik dari komunikasi,
Sumber daya, Disposisi apakah-sudah sesuai penempatannya?”’

Adapun jawaban dari bapak Muliardiyang bisa penulis rangkum dalam
bentuk wawancara sebagai berikut :

“Penempatan struktur sudah eukup bagus dan pelaksanaaan

Peran juga sudah baik *(Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019).

Masih untuk mendapatkan informasi mengenai Struktur Birokrasi penulis
mencoba menguraikan hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan dengan

Kabid Urais yang diwakili PIh Kabid oleh H.Jhon herri, M.Ag pada tanggal 22

Juli 2019 , dengan pertanyaan :
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“Bagaimana Pelaksanaan Pengisian Struktur Birokrasi Pada Kementrian
Agama Provinsi Riau dan bagaimana pelaksanaan Peran baik dari komunikasi,
Sumberdaya, Disposisi apakah sudah sesuai penempatannya?”’

Adapun jawaban daribapak Jhon herri-yang bisa penulis rangkum dalam
bentuk wawancara sebagai berikut :

“Struktur . Birokrasi | Sberpengaruh ke Komunikasi dan
komunikasi. juga dan komunikasi’juga nantinya akan berengaruh
kepada Disposisi/ Sikap yang ditunjukan yang di kategorikan ada
cukup membantu baik segi komunikasi berbasis Komunikasi
Pemerintahan dalam kebijakan system E-Government pada Kantor
Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau sangat Intensif dan
berjalan lancar baik dari atasan kepada pegawaimaupun dari
pegawaia kepada atasan berkaitan kendala dalam hal ini sebagai
anggota tagana tidak adanya kategori pegawaiyang aktif dan
kementrian agama yang tidak aktif karna ini juga berpengaruh
pada tali asih terkait peningkatan dari yang. sebelum diadakan
pembinaan dengan . setelah diadakan pembinaan maka masih
sangat jauhharus lebih diperhatikan karena kendala E-
Governmentakan berpengaruh juga kepada pembawaan dan
kebiasaan saat melakukan komunikasi, terkait disposisi tetap
dilakukan menskipun: hanya melalui supervisi dan pengawasan
tidak langsung dan hasilnya Cukup” (Wawancara pada Selasa,
22 Juli 2019).

Selanjutnya untuk memperkuat dan mencocokkan antara jawaban Informan
Penanggungjawab Program, ASN-dengan Masyarakat maka penulis merasa perlu
untuk melakukan wawancara kembali dengan Tokoh Masyarakat bapak Zul
Afand iterkait hal Disposisi/ Sikap, dimana penulis melakukan wawancara pada
tanggal 22 Juli 2019 dengan pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana Pelaksanaan Pengisian Struktur Birokrasi Pada Kementrian
Agama Provinsi Riau dan bagaimana pelaksanaan Peran baik dari komunikasi,

sumberdaya, Disposisi apakah sudah sesuai penempatannya?”
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Adapun jawaban dari Tokoh Masyarakat bapak Zul Afandi yang bisa
penulis rangkum dalam bentuk-wawancara jugasebagai berikut :

“Struktur E-Government menurut pandangan kami juga tidak

terlalu memperhatikan tetapi dalam kwalitas pelayanan kami

memang sudah terbantu-meskipun. belum secara optimal karna ini
juga akaw:\dipengaruhi dalam ' rangka Disposisi dan Sikap”

(Wawancara pada Selasa, 22 Juli 2019).

Selanjutnya Penulis melalukan wawancara dengan Bapak Tarjoko, MM
selaku penanggungjawab Program Bimas Budha terkait hal Struktur Birokrasi,
dimana penulis melakukan wawancara pada tanggal 22 Juli 2019 dengan
pertanyaan sebagai berikut :

“Apa dan bagaimana tindak lanjut terkait Disposisi/ Sikap yang ditunjukan
saat pelayanan ? dan seperti apa Disposisi/. Sikap yang seharusnya dilakukan?”

Adapun jawaban dari bapak Tarjoko yang bisa penulis rangkum dalam
bentuk wawancara juga sebagai berikut :

“Dalam. menanggapi pelayanan yang diberikan maka
pandangan Kami. E-Governmentsuda sangat membantu meski
terkadang kami tiding mengerti cara mengelolanya” (Wawancara
pada Selasa, 22 Juli 2019).

Sedangkan berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis melihat dalam
kategori ataupun indikator Struktur Birokrasi masih sangat minim dimana
penempatan berbagai pegawai dalam strukut tidak berdasarkan profesionalnya
sehingga mempengaruhi pada pelayanan ataupun Kkinerja akan tetapi sudah

dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya
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komunikasi yang baik sehingga pemberdayaan guna meningkatkan kualitas dari e-
governemen dapat terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan penempatan struktur

Birokrasi belum memandang kualitas dari masing-masing anggota sebab masih
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e-government masih ada hambatan terkait masih kurang pahamnya
para sumberdaya manusia dalam mengaplikasikannya.

2. Sumber Daya Berdasarkan Pengamatan Indikator Keterbatasan
Sumber Daya Aparatur pada Kementrian Agama Provinsi Riau dalam

menjalankan Peran dan Fungsi ini berkaitan sistem elektronik.
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3. Disposisi Berdasarkan Pengamatan Indikator ini Sikap masih sangat
minim dimana belum terjadinya hubungan yang harmonis antara

Pegawai dengan atasan dan atasan dengan Anggota namun sudah

SRALNARAES

\
-t :
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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem e-

jau dapat

menunjukkan

antor Wilayah

daya, terutama
itu sendiri dan
digunakan untuk

tersebut.

disposisi dan struktur birokra sarana dan prasarana yang masih
belum maksimal tersedia, dan sistem elektronik ataupun aplikasi berbasis

online/website tidak terintegrasi dengan baik kepada semua satuan kerja.

120



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

121

5.2 Saran

Supaya sistem e-government dapat diimplementasikan dengan maksimal,

penulis ingin mengemukan beberapa saran untuk dijadikan bahan masukan bagi

government dengan maksimal.
4. Agar semua pegawai pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau bekerja
dengan baik (lkhlas Beramal) guna menuju good government dilandasi
dengan budaya kerja: Integritas, Inovatif, Profesionalisme, Tanggung Jawab

dan Keteladan.
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